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RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 telah
diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat
(1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun
Rencana  Strategis dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan

Peraturan Bupati;

C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah



10.

11.

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Thun 2019

tentang Laporan dan Evaluasi



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19.  Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 — 2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020
Nomor 3);

20.  Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

21.  Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

22, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA
adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan
supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil
realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien,
dan efektif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah
dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah

dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode
5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode
1 (satu) tahun.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)
Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/
Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepala Perangat Daerah adalah Kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan
dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu
kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome),

dampak (impact).



BAB Il
KEDUDUKAN RENSTRA-PD

Pasal 2

(1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari :

a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2021-2026;

b) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah
yang selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah
dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan
Rancangan RKPD.

BAB Il
RENSTRA-PD
Pasal 3

(1) Rentra-PD berlaku selama periode Tahun 2021-2026.

(2) Renstra-PD terdiri dari :

9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB |
Pendahuluan

BAB Il Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB IlI Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah BAB IV

Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

(3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, serta sistematika dari dokumen Renstra-PD.

(4) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan

capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD



periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu

diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

(5)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

(1)

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun
faktor-faktor pendukung dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan tujuan
dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan
pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif;

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan Kepala Perangkat Daerah
terkait dokumen Renstra-PD

Penetapan Renstra-PD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENSTRA
Pasal 4

Kepala  Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan  evaluasi

pelaksanaan Renstra-PD.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kebijakan perencanaan Renstra-PD; dan

b. pelaksanaan Renstra-PD.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan Renstra-PD;



b. pelaksanaan Renstra PD; dan
c. hasil Renstra-PD.

(4) Hasil pengendalian, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (4) menjadi acuan dalam penilaian kinerja Kepala
Perangkat Daerah.
BAB V
PERUBAHAN RENSTRA
Pasal 5
(1) Perubahan Renstra-PD dapat  dilakukan apabila  terjadi  perubahan
RPJMD;
(2) Renstra-PD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6
Sebelum Renstra-PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja-PD berpedoman pada
RKPD.
BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 23 November 2021
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

]
| "
H. ROMI LARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada
tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
SAPRIL o

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021

NOMOR
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

Inspektorat

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Keuangan Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perikanan

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Perkebunan dan Peternakan



i 32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

l 33. Kecamatan Muara Sabak Barat I
' 34. Kecamatan Muara Sabak Timur '
: 35. Kecamatan Mendahara :
: 36. Kecamatan Mendahara Ulu :
| 37. Kecamatan Geragai |
i 38. Kecamatan Kuala Jambi I
' 39. Kecamatan Dendang '
: 40. Kecamatan Berbak :
] 41. Kecamatan Rantau Rasau i
| 42. Kecamatan Nipah Panjang |
' 43. Kecamatan Sadu '
1 1
1 1
! !
E BUPATI TANJUNC:;J/\BUNG TIMUR, :
E [t E
i H. ROMI HARIYANTO |
i i
1 1
1 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

: SAPRIL :
i i
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 13 1



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL I

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR |
:

BAB I :
PENDAHULUAN i

I.I LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran,
strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan
fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi I
serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode i
rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi
pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka
pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat
dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal. Fungsi Renstra |
adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua I
aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur
outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan
mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan
pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi |
dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan I
penggunaan sumber daya ada. Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah |
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana I
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dengan
mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis I
dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan I

yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.



Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a)Persiapan

i penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir i
i Renstra;dan(d)Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup |
! antara lain: pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; !

review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga)dan provinsi; penelahaan dan analisis Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) danKajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu
i strategis; serta perumusantujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, i
| indikator kinerja,kelompoksasaran dan pendanaanindikatif selama5 (lima)tahun. |

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan adalah
merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen
I - dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan I
i yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen i
dokumen perencanaan pembangunandaerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi
dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indicator yang digunakan
untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan
I pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, I
i strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra i
Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah,kebijakan umum dan
program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari
penyusunan perencanaan pembangunan pelayanan administrasi kependudukan yang
I dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten |
I Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 — 2026 ini adalah sebagai rencana operasional untuk I
pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2021-2026 dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional dibidang administrasi kependudukan.

! Renstra yang telah disusun selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan '
dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan

i program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. i

Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah

lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indicator kinerja dan kelompok sasaran, program,

i kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan RenjaPerangkat Daerah telah ,
i berpedoman pada indikator Kkinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta |
i pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah. '
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1.2 LANDASAN HUKUM

' Landasan Hukum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di '

i Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah berpedoman pada Per Undang — Undangan , Peraturan ,

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dan Peraturan Daerah . Dari berbagai bentuk

| Peraturan Perundangan tersebut, adalah sbb : |

1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan

i 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman i
| Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk |
' 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang — Undang '
! Nomor 23 Tahun 2006. '
: 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat :
i Daerah. :
i 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tatacara |
i Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. l

6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk

Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

: 7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden :
i Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk |
i Kependudukan Secara Nasional. '

8. Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang — Undang

Administrasi Kependudukan .

i 9. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah |
| 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 |
' TentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. '
! 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan '

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

i 12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Percepatan |
| Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. |
i 13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 48 ayat (1) tentang Penyusunan Rancangan i

Awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi
publik.



14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang

: Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan ,
I Daerah. I
! 15. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah !

Tahun 2021-2026

i 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN :

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 — 2026
dimaksudkan sebagai landasan, arah dan kebijakan Dinas dalam mewujudkan Visi dan Misi

i Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan tujuan penyusunan Rentra ini adalah i
i untuk memantapkan penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan visi, misi dan |
i sasaran yang telah ditetapkan. '



I 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
i Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 -2026 adalah sebagai berikut: i

- BAB I. PENDAHULUAN !
Memuat penjelasan umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Renstra

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, peraturan

I Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Peraturan Daerah tentang i
i RPJMD dengan urutan sebagai berikut : l
- 1.1 Latar Belakang. :

1.2 Maksud dan Tujuan.
1.3 Landasan Hukum.
| 1.4 Sistematika Penulisan. |
I BAB Il. GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH I
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan organisasi Dinas Dinas
Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, uraian tugas dan fungsi
serta struktur organisasi, Kepegawaian serta penjelasan tentang aset yang dikelola dalam rangka
I pemberian pelayanan mencakup aset, jenis dan kelompok sasaran yang menjadi target |
I pelayanan. Adapun urutannya sebagai berikut : I
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
I 2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah |
i BAB IIl. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH i
Memuat penjelasan tentang perkembangan statistik daerah khususnya yang terkait
dengan tugas dan fungsi serta pelayanan yang diberikan, hasil evaluasi capaian Kinerja, faktor
kunci keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan hambatan dalam pencapaian target renstra

i Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari i

! 3.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

I 3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis I
i 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis I
- 3.5 Penentuan Isu — isu Strategis -
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i BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

i Dalam bab ini dipaparkan tujuan yang merupakan penjabaran dari misi dengan lebih

i spesifik dan terukur termasuk rencana sasaran yang hendak dicapai. Adapun susunannya !
sebagai berikut :

4.1 Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

i 4.2 Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) i
i BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
! BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN !

Memuat tabulasi program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator Kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif program dan kegiatan yang direncanakan, dengan

i urutan penulisan sebagai berikut : i
i 5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan |
i 5.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah '

BAB VII. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

BAB VIII. PENUTUP
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' GAMBARAN PELAYANAN .
E DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL :
i i
' 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH '
E Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung :
i Jabung Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati I

Tanjung Jabung Timur Nomor : 6 Tahun 2016 yaitu :

2.1.1 Tugas
1 1
i Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang |
i mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Azaz Otonomi '

Daerah Dan Tugas Perbantuan di bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

2.1.2 Fungsi

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam

melaksanakan Tugas Pokok di Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ,

i Mempunyai Fungsi Sebagai berikut : i
I a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan I
j Sipil, j
: b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil. :
E c. Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan. :
i d. Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk i
I e. Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan. I
' f. Pengembangan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan '
! g. Penegakan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil. '
E h. Penyelesaian permasalahan Administrasi Pependudukan. :
i i. Pembinaan dan pengembangan Tenaga Fungsional dan Tenaga Teknis Kependudukan dan i
I Pencatatan sipil. I
' J. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana '

Kependudukan dan Pencatatan sipil.
k. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan Perangkat Daerah.

i I. Pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. i
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i Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang 1
! diamanatkan dalam Undang — Undang Dasar 1945 dan Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2013 !
tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membentuk Organisasi

Tehnis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sebagai Institusi Pelaksana Administrasi

i Kependudukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 i
i tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur . Dengan |
! Tugas Pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah !

di BidangPenataan dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mempunyai Tugas Pokok Membantu

i Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas i
i pembantuan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatansipil, pengelolaan |
! informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. !

Selanjutnya dijelaskan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 1
(Satu) Sekretariat dan 4 (empat) Kepala Bidang dan 11 (Sebelas) Kepala Sub Bagian/ Seksi. Adapun

i uraian ringkas mengenai tugas masing-masing unit eselon I11 dan eselon 1V sebagai berikut : ,
i 1. Sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,mempunyai |
i tugas melaksanakan administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dibawah bidang '

sekretariat terdapat beberapa sub bagian sebagai berikut :

a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan urusan

i pengelolaan administrasi umum dan Kepegwaian dilingkungan dinas. .
i b. Kasubbag Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan |
i pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas. '

c. Kasubbag Perencanaan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan

perencanaan dan Penyusunan Program di lingkungan Dinas.

: Kepala Bidang terdiri dari : :
i 2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas memimpin pelaksanaan |
i kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan.Dibawah bidang Pelayanan i

Pendaftaran Penduduk terdapat beberapa kepala seksiterrdapat beberapa kepala seksi sebagai

: berikut : :
i a. Kepala seksi ldentitas Penduduk mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan |
| urusan ldentitas Penduduk. |
i b. Kepala seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai tugas merencanakan dan i

melaksanakan kegiatan urusan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
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i 3. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegi

i penyelenggaraan urusan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Dibawah bidang Pelayanan
! Pencatatan Sipil terdapat beberapa kepala seksi sebagai berikut : !
a. Kepala seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas merencanakan dan

melaksanakan Pencatatan Kelahiran dan Kematian.

i b. Kepala seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Kewarganegaraa mempunyai ,
i tugas merencanakan dan melaksanakan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status |
! Anak dan Kewarganegaraan. !

4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas

i memimpin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang Pengelolaan Informasi i
i Administrasi  Kependudukan.Dibawah bidang Pengelolaan Informasi ~ Administrasi |
i Kependudukan terdapat beberapa kepala seksi sebagai berikut : '

a. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kpendudukan mempunyai tugas merencanakan
dan melaksanakan kegiatan urusan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
i b. Kepala seksi Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merencanakan dan ,

i melaksanakan kegiatan urusan Informasi Administrasi Kependudukan. |

5. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas memimpin

pelaksanaan  kegiatan penyelenggaraan urusan Pemanfaatan Data dan Inovasi

i Pelayanan.Dibawah bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdapat beberapa kepala .
I seksi sebagai berikut : I
i a. Kepala seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas merencanakan dan '

melaksanakan kegiatan urusan kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
b. Kepala seksi Pemanfatatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas merencanakan

i dan melaksanakan kegiatan urusan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. |

i 6. Kepala Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi i
Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kelompok ini dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepala Jabatan Fungsional dalam melaksanakan

| tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. |
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D.STRUKTUR ORGANISASI

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang — Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 06

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, diamanatkan supaya

lembaga yang melayani Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten / Kota adalah
DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dengan Struktur Organisasi Sebagali

Berikut :

KELOMPOK JABATAN

SUBBAG SUBBAG SUBBAG
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG

KEPENDUDUKAN

SEKSI IDENTITAS !
PENDUDUK

SEKSI PINDAH
DATANG DAN
PENDATAAN

PENDUDUK

SEKSI
PENCATATAN
KELAHIRAN DAN
KEMATIAN

)

SEKSI INFORMASI q

ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

SEKSI PERUBAHAN
STATUS ANAK DAN
KEWARGANEGARAAN

—| DAN PENYAJIAN DATA

SEKSI PENGOLAHAN

KEPENDUDUKAN

SEKSI KERJASAMA !
DAN INOVASI
PELAYANAN

SEKSI PEMANFAATAN
DATA DAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN
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2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Kondisi Pegawai Perangkat Daerah Bulan Desember Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan 31 Desember 2020 didukung sumber daya

manusia yaitu pegawai sebanyak 27 orang dengan posisi sebagai berikut :

TABEL 2.2.1
DAFTAR KETENAGAAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
BERDASARKAN JABATAN TINGKAT PENDIDIKAN

TAHUN 2020
NO KATEGORI| JABATAN Jumlah LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
(Org) | SD | SMP | SMA | D.lII | D.lI | SARJANA
| | Jabatan Struktural
- Eselon II 1 0 0 0 0 0 1
- Eselon III 4 0 0 0 0 0 4
- Eselon. IV 11 0 0 0 0 0 11
- Staf Pelaksana 11 0 0 5 0 1 5
Il | Jabatan Fungsional 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 27 0 0 5 0 1 21

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

e ——————

PEREMPUAN : 13

LAKI-LAKI : 14

ORANG ASN ORANG ASN
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i Untuk mendukung sumber daya manusia yang ada dalam melaksanakan tugas

i fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki perlengkapan kerja dengan rincian
! sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut : '
: TABEL 2.2.2 :

REKAPITULASI KELENGKAPAN PEGAWAI

| 1. Kelompok Perabot Rumah Tangga |
1 1
! NO JENIS JUMLAH | KETERANGAN .
' 1 | Meja Kepala Dinas 1 Baik l
: 2. | Meja Kabid 5 Baik :
E 3. | Meja Kasi & Staf 14 Baik :
i 4. | Meja Komputer 5 Baik i
I 5. | Kursi Kerja Kepala Dinas 1 Baik l
: 6. | Kursi Kerja Kabid 5 Baik :
E 7. | Kursi Kerja Kasi & Staf 25 Baik :
: 8. | Kursi Rapat 35 Baik :
| 9. | Kursi Tunggu 17 Baik |
' 10. | Meja Pelayanan 2 Baik '
! 11. | Dispenser 1 Baik '
E 12. | Vacum Cleaner 2 Baik :
i 13. | Tangga 1 Baik i
I 14. | Brankas 1 Baik l
! 15. | Kipas angin 3 Baik '
: 16. | Karpet 20 Baik :
! !
I Kelompok Teknologi Informasi I
: NO JENIS JUMLAH KETERANGAN :
l 1 | Personal komputer 7 Baik l
! 2. | Notebook 1 Baik '
E 3. | Laptop 11 Baik :
i 4. | Server 3 Baik i
| 5 | TV 1 Baik |
' 6. | Wireless 1 Baik '
1 1
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7. | Scanner 1 Baik
8. | Printer 14 Baik

Kelompok Lemari dan Filling Kabinet

NO JENIS JUMLAH | KETERANGAN :
1 | Papan pengumuman 1 Baik :
2. | Papan white Board 1 Baik i
3. | Rak Arsip Besi 8 Baik I
4. | Rak Penyimpanan 8 Baik '
5. | Lemari Buku 2 Baik :
6. | Lemari Buku Besi 9 Baik i
7. [ Filling Kabinet 4 Baik |
8. | LemariEs 1 Baik '
9. | Mesin Absensi 1 Baik :
10. | Genset 1 Baik :
11 | Sound Sistem 1 Baik |
12. | Amplifier 1 Baik j
13. [AC 16 Baik :
14. | Alat Pemadam Kebakaran 1 Baik :
15. | Jam dinding 6 Baik i

:
Kelompok Kendaraan Dinas '
1

NO JENIS JUMLAH KETERANGAN '
1| Mobil Dinas 2 Baik :
2 | Kendaraan bermotor 10 Baik :

i
2.3Kinerja Pelayanan i

2.3.1 Kinerja Pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi

Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbagi menjadi dua bidang yaitu

bidang Kependudukan dan bidang Pencatatan Sipil. i
Jenis pelayanan yang dilayani bidang Kependudukan adalah sebagai berikut : l
1. Pelayanan Kartu Keluarga. !
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i Pelayanan Kartu Keluarga ini berupa pelayanan dokumen Kependudukan yang berisi

i tentang data penduduk seperti kepala keluarga, hubungan keluarga,dll.
! 2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk !
Pelayanan Kartu Tanda Penduduk ini berupa pelayanan kartu identitas penduduk dengan

menggunakan NIK.

i 3. Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Penduduk i
i Pelayanan Penduduk yang ingin pindah domisili ke daerah lain maupun yang datang ke |
i Kabupaten Tanjung Jabung Timur. '

4. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
Pelayanan Kartu Identitas Anak menggunakan NIK

i Jenis pelayanan yang dilayani bidang Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut : |
i 1. Akta Kelahiran. '
Berupa pelayanan dokumen kenal lahir yang berisi tentang asal usul, nama anak, nama

orang tua, anak ke- dll.

: 2. Akta Kematian. :
i Berupa pelayanan dokumen kematian yang berisi tentang data kematian. |
i 3. Akta Perkawinan. '

Pelayanan dokumen yang berupa dokumen pencatatan nikah yang beragama selain Islam

4. Akta Perceraian.

i Pelayanan dokumen yang berupa dokumen perceraian yang beragama selain Islam .
I 5. Perubahan Data Kependudukan. I
' Pelayanan Dokumen Perubahan Data Kependudukan '
! 6. Akta Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, dan Pengangkatan Anak '

Pelayanan Dokumen Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pengangkatan Anak

i Berdasarkan uraian pelayanan yang telah dilakukan, maka pencapaian kinerja |
Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel sebagai

I berikut : '
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Tabel 2.1 |

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2016-2020 :

- - - _ Y) I

N Il;?at?}zr Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke (/o)i
0 Pela 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
yanan I

Sesuai Tugas :
dan Fungsi :
Jumlah |

1 kebijakan 2SOP | 2SOP | 2SOP 2 SOP 2 SOP 2 SOP 2 SOP 2 SOP 2 SOP 2 SOP 100 100 100 100 1001
teknis i
pelaksanaan .
pendaftaran !
penduduk i
Jumlah :

2 | kegiatan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 | 100 | 100 | 100 | 100:
pengkoordina 1

Si i
pelaksanaan .
pendaftaran '
penduduk I
Jumlah i

3 | penerbitan 296.906 | 298.830 | 302.525 | 307.604 | 372.907 | 269.864 | 286.255 | 291.074 | 302.066 | 322.182 | 90,89 | 95,79 | 96,21 | 98,20 86,49
dokumen .
kependuduka 1

n I
Jumlah :
kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 | 100 | 100 | 100 | 100!

4 | pengembanga I
n dan evaluasi :
sistem :
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pendaftaran
penduduk

Jumlah
kegiatan
pengumpulan,
pengolahan
dan
pengembanga
n data dan
informasi
administrasi
kependuduka
n

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100

100

100

100

Jumlah
kegiatan
pengkoordina
sian
pendataan
dan
pengelolaan
data dan
informasi
administrasi
kependuduka
n

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100

100

100

100

Jumlah
kegiatan
monitoring,
bimbingan,
supervisi, dan
konsultasi
teknis
pengelolaan

100

100

100

100

100:
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data dan
informasi
administrasi
kependuduka
ndan
pencatatan
sipil

Jumlah
kegiatan
pengembanga
n dan evaluasi
pengolahan
dan
pendayaguna
an data dan
informasi
administrasi
kependuduka
n dan
pencatatan
sipil

100

100

100

100

Jumlah
kegiatan
pengkoordina
sian
pemanfaatan
data dan
informasi
administrasi
kependuduka
n dan
pencatatan
sipil

100

100

100

100
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10

Jumlah
kegiatan
penyelesaian
permasalaha
n pelayanan
administrasi
kependuduk
an

11

Jumlah
kegiatan
pembinaan
aparat teknis
penertiban

100

100

100

100

12

Jumlah
kegiatan
pengkoordina
sian
penyusunan
dokumen
perencanaan
kerja dan
anggaran
dinas

100

100

100

100

1113

Jumlah
kegiatan
pengelolaan
kepegawaian
Dinas

100

100

100

100

1|14

Jumlah
kegiatan
pengelolaan

100

100

100

100
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i
g .
: keuangan I
: Dinas .
: Jumlah '
1| 15 | kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 | 100!
i pemeliharaan i
. dan .
- perawatan :
I prasarana 1
i dan sarana :
. kerja dinas .
- Jumlah :
1 kegiatan 1
i pengumpula i
i 16 | n, 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100:
: pengolahan, :
- penyajian, -
I pemeliharaa !
i n dan i
i pemanfaatan |
: data dan :
- informasi -
I kependuduk 1
i an pada i
i lingkup |
: Kota/Kab :
- Administrasi !
: :
i i
i i
i i
i i
I I
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L]

L]

Tabel 2.2 :

L

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil I

1

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan i

Uraian 3
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi [

(] @ ® @ ®) (6) U] ®) ©) (10 (1) (12) (13) (14) (15) (16) 1 (18 |

) 1
Belanja o
Langsung 3.707.827.350 5.832.261.110 3.653.090.552 3.417.208.000 2.705.743.600,34 3.668.308.314 5.748.573.946 3.677.978.511 3.376.515.081 3.673.254.314 89.90 90.55 93.25 94.55 95.14 1,62% 1.60% i
1

Belanja Tidak [
Langsung 1.654.573.400 1.659.000.000 1.685.029.596 2.318.306.111 2.542.170.933,35 1.575.476.575 1.642.495.434 1.724.620.193 2.318.197.915 1.575.476.575 90.35 92.02 93.75 95.32 96.81 11.54% 11.50% 4
1

Total 5.362.400.750 7.493.261.110 2.812.400.800 5.735.514.111 5.247.914.533,69 5.243.784.889 7.391.069.380 5.402.598.704 5.694.712.996 5.248.730.889 92.36 94.52 95.38 97.20 98.41 5.36% 5.30% !
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- BAB III

i PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH I
I I
i 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .
i Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Bab 11, kajian |
! terhadap Visi Misi Bupati terpilih. Kajian terhadap Renstra Kemeterian/Lembaga, maka berikut adalah '

permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta faktor-faktor
yang mempengaruhinya. Berikut adalah tabel identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa

i kondisi internal maupun eksternal. i
l Tabel 3.1 |
' Tabel Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi '
: Aspek Kajian Capaia | Standar Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan :
: n yang Pelayanan :
i Kondisi | digunakan SKPD |
: Saat Ini :
i Internal (Kewenangan SKPD) Eksternal i
| (Diluar |
i Kewenanga I
l n SKPD) l
: (1) 7 3) @) 5) ®) :
: Pelayanan Pendaftaran Penduduk :
: 1. Pengelolaan Ada | Jumlah 1. SDM, | Partisipasi Belum :
: Informasi penduduk | Sarana dan prasarana masyarakat | optimalnya :
: Administrasi yang telah dan pemanfaatan :
i Kependuduka terdaftara dukungan aplikasi |
i n ne-KTP instansi SIAK dalam |
I terkait I
: seluruh :
! lainnya I
i pelayanan i
. . Pelayanan Ada | Jumlah 2. SDM, | Koordinasi | Masih i

administrasi penduduk | sarana dan prasarana dengan terdapat

kependudukan rentan dan | 3. Regula | instansi masyarakat

terhadap jumlah si terkait yang belum
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I penduduk pelayanan melaksanakan 1
l rentan yang penggantian '
! diberikan dokumen '
E kependuduka :
: n dengan i
| basis NIK l
' nasional '
: Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil '
E 1. Akta 71.737 | Jumlah 4. SDM, | Partisipasi Kurangnya :
i Kelahiran anakyang | sarana dan prasarana masyarakat | tingkat |
| (anak) lahir dan | 5, Regula | dan masyarakat |
i akta yang Si dukungan untuk |
. diterbitka instansi melaporkan |
1 n terkait . I
| lainnya peristiwa |
i kependuduka i
| n dan |
l pencatatan '
! sipil yang '
: dialami, :
] Rendahnya i
| Kualitas |
l SDM dan j
! Kualitas '
: Pelayanan. :
1 1
! !
i 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih '

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang

disesuaikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

i — 2026 sebagai berikut : |
i Visi : |
! “MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)” I
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I Sebagai upaya pencapaian visi, ditetapkan 4 (Empat ) misi Kabupaten Tanjung Jabung 1
' Timur 2021 - 2026sebagai berikut: '
1) Mewujudkan masyarakat sejahtera yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan;
2) Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing;

i 3) Meningkatkan investasi daerah yang kompetitif dan lestari; i
i 4) Mewujudkan reformasi birokrasi guna peningkatan pelayanan public dalam tatanan |
! kehidupan yang nyaman dan harmonis '

Dari misi diatas, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
adalah “Mewujudkan reformasi birokrasi guna peningkatan pelayanan public dalam tatanan
i kehidupan yang nyaman dan harmonis” sebagai bentuk dukungan untuk mencapai visi dan misi i

i Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. |

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi
Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri

] adalah ;
i Visi : Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, |
I pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, I

dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Misi :
1 1
i 1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang i
i demokratis; l
! 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; '

Memantapkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta
I kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; |
I 5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek-aspek I
ekonomi, sosial dan budaya serta;

6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

i Adapun sasaran jangka menengah untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah : |
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I 1. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen

' kependudukan. '

: 2. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk. :
E 3. Terciptanya konektifitas NIK dengan identitas kependudukan. :
i 4. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan. i
| 5. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan. |
' 6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan. '

Sementara Visi dan Misi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam
Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah

i Visi : Tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk berkualitas i
| tahun 2021 |
' Misi : I
! 1.  Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang '
: demokratis; :
i 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; i
| 3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah yang desentralistik; |
i 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta '

kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek
i ekonomi, sosial dan budaya; i

i 6. Mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa. |

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong terhadap pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi
i permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri seperti i

I pada tabel berikut : I
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Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

I Sasaran Jangka Menengah Permasalahan Sebagai Faktor

E No Renstra Kementerian Pelayanan penghambat endorong

i Dalam Negeri

L@ ) ®) (4) ()

| 1 Terciptanya konektifitas Belum Kurangnya - Tersedianya

i NIK dengan identitas optimalnya ketersediaan perangkat hukum

' kependudukan pemanfaatan | perangkat tentang pemberian
E aplikasi pendukung Aplikasi NIK.

i SIAK dalam | SIAK dalam seluruh | - Tersedianya jaringan
| seluruh pelayanan komunikasi transaksi
i pelayanan data pendaftaran

' penduduk dan

E pencatatan sipil

i 2 Terwujudnya pemberian Belum semua | Masih terdapat Telah diberikan surat
| NIK pada setiap penduduk penduduk masyarakat yang pemberitahuan tentang
i mengetahui belum melaksanakan | penerbitan NIK

' tentang NIK | penggantian kepada seluruh

E yang telah dokumen penduduk

: diberikan kependudukan

| dengan basis NIK

i nasional

' Meningkatnya peran Masih - Belum - Terlaksananya

E 3 masyarakat dalam kurangnya profesionalnya pendekatan

i administrasi kesadaran petugas dalam pelayanan sampai

| kependudukan masyarakat memberikan tingkat

i untuk pelayanan desa/kelurahan

' melaporkan

1
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I peristiwa - Sosialisasi yang melalui peran
kependudukan dilakukan kurang petugas registrasi.
tepat sasaran - Tersedianya sarana
prasarana pelayanan
i yang cukup i
i - Tersedianya sarana I
informasi pelayanan

(website)

i 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .

i 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis i

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka teridentifikasi
isu-isu strategis sebagai berikut :

i 1. Tercapainya akurasi database, regulasipemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (UU i
i Nomor 23 Tahun 2006, PP Nomor 37 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 serta PP I
Nomor 41 Tahun 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan melalui :

a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan yang terintergrasi ke dalam satu sistem

i aplikasi SIAK. |
. b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan .
I data dan informasi) melalui sistem/online I

c. Penyediaan database penduduk yang lengkap, akurat dan up to date
d. Penyediaan SDM secara kuantitas (seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai

sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/ bintek,

i penyebaran/rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang merata di setiap bidang/ wilayah) i
i 2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat I
- diakses melalui teknologi. -

3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat, transparan dan dekat

dengan masyarakat.

i 4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan i
i pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. I
! 5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan dil) '
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I 6. Kajian, penelitian dan pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
' 7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas '
dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti adanya Standar Operasional
Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM)

i Isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat dari beberapa |
! pertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor-faktor internal meliputi '
unsur-unsur seperti besarannya anggaran, sumber daya manusia, sarana/prasarana, organisasi

dan manajemen serta perangkat hukum/peraturan perundang-undangan
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! BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

i 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN |
- SIPIL. I
1 1
i 4.1.1 TUJUAN i
! Dalam upaya tercapainya tujuan yang selaras dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan !
1 1
i dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu “ Meningkatkan tertib Adminsitrasi ,

Kependudukan “. Untuk mendukung tercapainya tujuan yang selaras dengan Rencana Strategis Dinas
i Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, upaya — upaya yang diharapkan |

dapat terlaksana sesuai dengan indikator tujuan yaitu Kelengkapan Dokumen Kependudukan.

i 4.1.2 SASARAN PROGRAM TAHUN 2021-2026 ,
Dalam rangka mencapai tujuan, melalui penyelenggaraan misi untuk mewujudkan visi
| Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil maka disusunlah sasaran strategis sebagai berikut : |

Pada Tahun 2021 ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melakukan langkah-

| langkah analisis tingkat kinerja pelayanan SKPD sebagai berikut : |
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

Tabel. 4.1
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i

i

i

I

.| N INDIKATOR TARGET KINERJA PADA TAHUN KE - PENANGGUNG

. TUJUAN SASARAN FORMULA SUMBER DATA ]
I 0 TUJUAN/SASARAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 JAWAB |
i 1 | Meningkatny | 1.Peningkatan j
i a Pelayanan Kualitas . Survey i
i Publik, Pelayanan EélaLgigﬂn(lndeks Surve 98 | 9815 | 983 | 986 | 989 g9g | PermenpanRB Ka. |
. Akuntabilitas | Publik, Maps arakat) y ! ! ! ! No 14 tahun OPD/Sekeretariat |
I Kinerja dan Akuntabilitas Y 2017 |
i Keuangan Kinerja dan [
i Keuangan Predikat Penilaian Dokumen < |
: Akuntabilitas Inspektorat B B BB BB BB BB Renstra, Renja, OPD/Seke.retariat:
! Kinerja (AKIB) P DPA, LKJiP !
: Laporan Keuangan | Penilaian Permendagri Ka :
I sesuai SAP Bakeuda Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai Sesuai | No 77 tahun OPD/Sekeretariat [
; 2021 ]
! Meningkatny | 1. Peningkatan Jumlah ]
I a Tertib Tertib Penduduk Usia i
i Administrasi | Administrasi 1.Persentase 17 Tahun ke Bidang i
i Kependuduka | Kependudukan | Penduduk yang atas yang Permendagri Pengelolaan |
:| 2 | ndan dan memiliki Kartu memiliki KTP 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% | No 8tahun Informasi ]
I Pencatatan Pencatatan Tanda Penduduk dibagi Jumlah 2016 Administrasi j
i Sipil Sipil Elektronik (KTP-el) | Penduduk usia Kependudukan |
i 17 Tahun ke |
. atas dikali 100% ]
! Bidang

. 2. Persentase Jumlah KK yang . :
: Penduduk yan tercetak dibagi Permendagri Pengelolaan :
i uduicyang . g 100% 100% 100% 100% 100% 100% | No 68 tahun Informasi i
. memiliki Kartu jumlah KK - . ;
I Keluarga (KK) dibagi 100% 2012 Administrasi [
. Kependudukan 4
1

i

g

i

I



Jumlah KIA
yang tercetak

Bi :

3. Persentase dibagi jumlah Permendagri PIedI:nagnan L
Penerbitan Kartu Anak 0-17 20,93% | 26,20% | 31,40% | 42,44% | 52,55% | 63,66% | No 2 tahun y i
. Pendaftaran ]
Identitas Anak tahun kurang 2016 !
R, Penduduk l

sehari dikali ]

100% I

Jumlah !

penduduk usia i

4. Persentase 0:18 tahun I
Penduduk yang :/neri unvai Permendagri Bidang i
memiliki Akta P y. 99,83% | 99,83% | 99,84% | 99,94% | 99,96% | 99,98% | No 9 tahun Pelayanan ]
. . akta kelahiran N
Kelahiran usia O - . . 2016 Pencatatan Sipil |
di bagi jumlah 1

18 Tahun . |
penduduk usia ]

0-18 tahun '

dikali 100% i

Jumlah i

Perj.anjlan . Bidang Inovasi [

5. Persentase Kerjasama yang Permendagri Pelavanan dan ]
Pemanfaatan Data | telah dilakukan | 25,58% | 39,53% | 53,49% | 67,44% | 81,40% | 93,02% | No 102 tahun y !
L Pemanfaatan L

Kependudukan dibagi Jumlah 2019 Data L
OPD dikali i

100% ]
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g BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

i 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan I

Strategi merupakan langkah—langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan
I visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan i
I demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan— I
kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud
i tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan i
I pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan I
guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja
perangkat daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas, maka diperlukan strategi dan kebijakan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lima tahun mendatang, sebagaimana yang disajikan dalam

i tabel berikut : |
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TUJUAN

1 | Meningkatnya

SASARAN

Peningkatan

STRATEGI

Meningkatkan

Meningkatkan

Tabel 5.1

Meningkatkan

ARAH KEBIJAKAN

2023
Meningkatkan

2024
Meningkatkan

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2021-2026

Meningkatkan

Meningkatkan

Pelayanan Prima
dan Pemanfaatan
Data
Kependudukan

Pelayanan Prima
dan Pemanfaatan
Data
Kependudukan

Pelayanan Prima
dan Pemanfaatan
Data
Kependudukan

Pelayanan Prima
dan Pemanfaatan
Data
Kependudukan

Pelayanan Prima
dan Pemanfaatan
Data
Kependudukan

Pelayanan Kualitas Kualitas Pelayanan Publik, | Pelayanan Publik, | Pelayanan Publik, | Pelayanan Publik, | Pelayanan Publik, | Pelayanan Publik,
Publik dan Pelayanan Publik, | Pelayanan Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas
Budaya Kerja Akuntabilitas Publik, Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan
Aparatur Kinerja Akuntabilitas Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
dan Keuangan Kinerja dan
Keuangan
Meningkatnya | Peningkatan Optimalisasi Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan
2 | kepemilikan tertib Verifikasi akses dan akses dan akses dan akses dan akses dan akses dan
dokumen administrasi dan validasi kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas
kependudukan | kependudukan data pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan
dan pencatatan | dan Pencatatan administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi
sipil Sipil kependudukan | Kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan
dan dan dan dan dan dan
Pencatatan Pencatatan Pencatatan Pencatatan Pencatatan Pencatatan
Sipil Sipil Sipil Sipil Sipil Sipil
Optimalisasi Optimalisasi Optimalisasi Optimalisasi Optimalisasi Optimalisasi
Budaya Budaya Budaya Budaya Budaya Budaya

Pelayanan Prima
dan Pemanfaatan
Data
Kependudukan

RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2021 — 2026 DOK. SEKRETARIAT 2021
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' BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja Data Unit
Tujuan, Capaian Kerja
. EGEY Kondi inerja pada
Sasaran, q g Perangka
Tahun akhir periode Renstra
Program t Daerah

Awal OPD
(outcome) Perencan Penangu

dan Kegiatan aan ng Jawak
(output)

Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu)

-
-
Visi : Rakyat :
-
-
Misi 4 : Birokrasi Guna Publik dalam Tatanan Yang Nyaman dan I
1 [ Meningkat :
nya Indeks I
Pelayanan Pelayanan NA 2,6 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8 3,8 Dukcapil 0
Publik dan Publik n
Budaya I
Kerja 1 | Peningkat ]
Aparatur an Nilai IKM i

Pelayanan Indeks i
Publik, Kepuasan NA 98 98,15 98,3 98,6 98,9 99 99 Seretaris o
Akuntabili Masyarakat ) L
tas 1
Kinerja w
dan -
Keuangan 1
-
-
Predikat AKIP NA B B B B B B B Seretaris I
-
-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN :

PEMERINTAHAN DAERAH DR
5.01.01 KABUPATEN / KOTA PELAYANAN NA 78 4.361.403. 81 4.511.514. 84 4.440.618.07 87 4.828.354. 90 5.065.596. 93 5.269.655. 93 28.477.143. Seretaris I
INSTANSI 270 871 4 830 935 087 067 :
1
Persentase :::ian .
5.01.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran :::’;;:’;::::’ Keuanganl
1 1. dan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi 100% 100 17.000.000 100 22.000.000 100 17.000.000 100 184.201.00 100 176.850.00 100 292.438.76 100 709.489.76 dan Ll
Perangkat Daerah (1] (1] 4 4 Perencan:
Perangkat an

Daerah Peogram ®
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Penyusunan []
1 -
Dokumen Sub I
Perencanaan Jmiah Bagian &
5010120 1y Erenekatpaersh dokumen M M M M o o o Keuangane
101 1 perencanaan 9 Dokumen | Dokume | 4o5000 | POKUME | 500000 | POKU™E | 2400000 | "KM | 2400000 | POU™® | pa00000 | POX™® | 5400000 | oK™ | 1400000 | 4N
n n n n n n n Perencanay
(Dokumen)
an "
Peogram I
-
Koordinasi dan Jumlah I
Penyusunan Dokumen RKA- Sub -
Dokumen RKA- SKPD dan ) Bagian ®
5010120 11 SKPD Laporen H?5I| Keuanganl
1o ) Koordinasi 1 Tahun 0 . - . - . ltahun | 13820000 | 1tahun | 13084900 | 1tahun | 24643776 | ltahun | o oo, | dan  w
. Penyusunan 0 0 4 U Perencan:
Dokumen RKA- an
SKPD Peogram :
1
Koordinasi dan Jumlah ™
Penyusunan Laporan Dokumen L
Capaian Kinerja dan Laporan Sub I
Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Bagian m
5.01.01.2.0 11 Kinerja SKPD Keuangan 3 3 3 3 3 3 3 Keuangan®
1.04 3 (Dokumen) 3 Dokumen | Dokume | g g g0 | Dokume | g gon000 | DOKUMe 9.600.000 Dokume | ¢ go0.900 | PO¥UMe | 15800800 | KU | 15800000 | POKUMe | 76202700 | 92N
n n n n n n n Perencanam
an -
Peogram I
-
-
2
]
-
Sub i
Bagian .
e Monitoring Keuangan
5.01.01.2.0 1.1. Evaluasi Kinerja -
1.05 4 Perangkat Daerah dalam Daerah 1 Tahun tTahun |5 h00000 | 1T | 10000000 | 1TEMUN 5.000.000 1Tahun |7 g00100 | TN | 57800100 | 1TEMM | 27800100 | 2T" | 103400300 | %N
(Tahun) Perencan:
an "
Peogram I
-
-

rget Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Indikator
Kinerja Data Unit
Tujuan, Capaian q Kerja
s pada nerja pada P ke
Tujuan Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan i Tahun akhir periode Renstra erangic
Program Awal OPD t Daerah
(outcome) Perencan Penangu
dan Kegiatan aan ng Jawab
(output)
Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu)
Sub !
Persentase Bagian g
5.01.01.2.0 1. Administrasi Keuangan penySicsatan Kexeneen]
2 2. Perangkat Daerah Administrasi 100% 100 3.636.474. 100 4.004.299. 100 4.010.760.19 100 3.959.683. 100 4.034.746. 100 4.211.687. 100 23.857.651. dan n
Keuangan 396 954 1,34 038 864 286 729 Perencana
Daerah an 1
Peogram w
-
Sub !
Bagian m
5.01.01.2.0 12, Penyediaan GajiDan | Fembavaran Keuangan]|
201 1 Tunjangan ASN ga]l.dan 12 Bulan 12 2.669.114. 12 Bulan 2.977.859. 12 Bulan 2.929.320.19 12 Bulan 3.002.553. 12 Bulan 3.077.616. 12 Bulan 3.154.557. 12 Bulan 17.811.021. dan "
tunjangan ASN 396 954 1 038 864 286 729 Perencana®
an
Peogram m
-
Sub !
Pelaksanaan Pembayaran Bagian =
Penatausahaan Dan jasa Keuangan
ig;mzn ;'2‘ Pengujian / administrasi 12 Bulan 12 967.360.00 llet'(:: 1.026.440. llet'(:: 1.081.440.00 1;:?(:: 95713000 | 1 I;t‘;: 95713000 | 1 I;::L‘ 1057130, | * I;::L‘ 6.046.630.0 | dan !
. Verifikasi Keuangan keuangan 0 ’ 000 ’ 0 ’ 0 ’ 0 ’ 000 ’ 00 Perencana®
SKPD (Bulan) an
Peogram

1
I
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-
-
- -
L] 1 -
I Persentase Sub I
- Penyelesaian Bagian
u 5.01.01.2.0 1, Admini i Umum =
1 5 3 Perangkat Daerah Kepegawaian ozt 100 | 57242000 | % | 15000000 | ° 5.000.000 100 | 76.899.800 100 | 76800800 | 1% | 76s%.s00 | % | 307941400 | dan |
™ Perangkat Kepegaway
i Daerah ian i
-
- -
! Jumlah ASN Sub !
n Pendidikan dan yang Bagian
I 5.01.01.2.0 1.3. Pelatihan Pegawai Mengikuti 2 kali 2 kali Umum I
- 5.02 1 Berdasarkan Tugas diklat/pelatiha 57.242.000 15.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 122.242.000 dan -
" dan Fungsi n formal Kepegawai
I (orang) an I
- -
- L]
. Sub .
L Sub Kegiatan Jumlah Bagian =
I 5.01.01.2.0 1.3. Sosialisasi Peraturan Sosialisasi yang 2 Kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 Umum I
[] 5.09 2 Perundang- dilaksanakan 8 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 61.899.800 Kegiatan 61.899.800 Kegiatan 61.899.800 Kegiatan 185.699.400 dan []
= Undangan (Kali) Kepegawai
1 an
- -
-
: et Kinerja dan Kerangka Pendanaan
I Indikator
H Kinerja Data Unit
i Capaian ;
" Tujuan, pa nerja pada Kerja
I : > . Sasaran, q Perangk:
Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun akhir periode Renstra
u Program Awal oPD t Daerah
- (outcome) Perencan Penangu
I dan Kegiatan aan ng Jawak
: (output)
I Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu)
-
-
I Persentase Sub I
[ Penyelesaian Bagian =
- -
5.01.01.2.0 & QUdEEE T AdpinEies 100% 100 360.951.87 100 217.724.91 100 100 360.741.49 100 527.270.77 100 438.799.73 100 20627716 | Umum
1 6 4 Perangkat Daerah Umum A 5 157.282.883 A 1 . % dan |
L Perangkat Kepegawa®
i Daerah ian i
- -
- -
. Sub
! Penyediaan ::)r:tl\sponen Bagian !
5.01.01.2.0 1.4. Komponen Instalasi . N . Umum
- -
1 6.01 1 Listrik / Penerangan :i"sitﬁabs'eneran 10 Jenis 10 8.506.900 4buah |11 soe000 | 40U 8.506.900 4 buah 8.506.900 4 buah 8.506.900 4 buah 8.506.900 4 buah 54.041.400 | dan
Bangunan Kantor p_ Kepegawa!
L gan (Jenis)
- an -
- Sub -
L " Pengadaan L
I Penyediaan peralatan Bagian I
5.01.01.2.0 1.4. Peralatan Dan . . 1Tahun 1Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Umum
H 6.02 2 Perlengkapan la‘:t'et’jl':‘:" dan 68 Jenis 68 123'?8'13 ;2Kali | 92.858.188 | ;2Kali 92.208.188 s 2Kali 285'4209'55 s 2Kali 451'913“3 s 2Kali 357'4757'79 s 2Kali 1‘4039‘(’)350‘5 dan  m
I Kantor kantor (Jenis) Kepegawal
. an -
- -
I 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis Sub I
- Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak -
- i ieni . . . . . . Bagian =
I 5.01.01.2.0 14, Penyediaan Barang Jumlah jenis ) Kop ; Kop ; Kop ; Kop ; Kop ; Kop ; Umum I
. 6.05 3 Cetakan Dan barang cetakan 7 Jenis 7 8.509.840 20000 |4 4gq809 | 20000 12.192.795 20.000 8.509.840 20.000 8.509.840 20.000 8.509.840 20.000 57.716984 | dan =
n Penggandaan (Jenis) lembar lembar lembar lembar lembar lembar Kepegawal
I Fotocop Fotocop Fotocop Fotocop Fotocop Fotocop p 8 i
- y y y y y y -
- -
| s M
[ ] ;. -
H 5.01.01.2.0 14 :::Z:: ‘oo et Pembayaran 3:5:; H
! 6.06 4 Perundang - th::ra("si‘:a’f‘t) 12 Bulen 12 3.500.000 12kali 3.500.000 12kali 3.500.000 12kali 3.500.000 12kali 3.500.000 12kali 3.500.000 12kali 21.000.000 | dan |
. Undangan Kepegawa:
I an I
- -
- -
- -
- -
! !
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.
.
.
i Penyedian Pl
5.01.01.2.0 1.4. Fasilitasi Kunjungan . Umum
. 6.08 Tamu E:STB"J;::;“ 12 Bulan 12 3.375.000 Ttahun 3 595 000 1 tahun 3.375.000 ttahun | os7s000 | 1TMUM | 10575000 | 1NN | g0s75.000 | 1NN | 41850000 | dan .
I Kepegawa'
an b,
.
L Sub L
I Penyelenggaraan Pembayaran Bagian I
L 5.01.01.2.0 1.4. . koordinasi dan Umum =
- 6.09 ';Z‘:\t::;’l‘:;':;wn konsultasi luar 12 Bulan 12 213'%92'00 ttahun | g5 000,000 | LtRHUN 37.500.000 twhun s 096000 | 1MUY | 4006000 | 1M | 14006000 | 1TNU" | 387880000 | dan
I daerah (Bulan) Kepegawal
. an .
. .
. .
L] Dukungan L]
I Pelaksanaan Sistem I
1.4. N Terlaksananya
[ 7 Pemenvntahan ) FGD 1 Tahun - _ - ~ - . 1 Tahun 30.144.200 1 Tahun 30.144.200 1 Tahun 36.144.200 1 Tahun 96.432.600 [
- Berbasis Elektronik .
1 pada SKPD 1
. .
. .
']
! Sub :
" - Persentase Bagian =
Pengadaan Barang Milik
1 5.01.01.2.0 1. N Pengadaan " Umum I
H 7 GREOECEh Benunineluican Barang Milik o 12bulan |5y 135000 | 12PUAN | 45370000 | 12U 28.705.000 12buan | gh462500 | 120U | agge2500 | 2PUAN | 4z462500 | 12PU | 278507500 | dan  m
Pemerintah Daerah
- Daerah Kepegawad
I ian
. w
- Pengadaan ) Sub -
I Peralatan dan Mesin Jumlah Bagian I
- 5.01.012.0 15 Lainnya pengadaan Urr?um -
i 7.06 f:e’:i':ta" dan 12 bulan 12buan | 71435000 | P2BUAN | 45370000 | 12PUlM 28.705.000 12buan | gh 460500 | P2PUAN | gg462500 | 12PUEN | 4z462500 | 12U | 278507500 | dan i
H (Unit/Buah) Kepegane
. .
1 Persentase b |
Ll Penyediaan B Ll
i 5.01.01.2.0 1 Penyediaan Jasa Penunjang Jasa Urzum i
. 8 6. Urusan ::;"r::"'aha" E:::f“g w2 12 68.100.000 12 75.000.000 12 75.000.000 12 72.577.000 12 75.577.000 12 75.577.000 72 441831000 | dan o
i Pemerintah :(aenpegawa
Daerah
.
- Sub Kegiatan Jumlah -
1 16 | dg_ j Materai 350 buah 350 350 350 350 350 350 350 ]
. 1 envediaan Jasa ateral ua buah 2.100.000 buah 3.000.000 buah 3.000.000 buah 5.100.000 buah 5.100.000 buah 5.100.000 buah 23.400.000 .
- Surat Menyurat (Lembar) -
1 I
. .
n Pembayaran Sub n
1 i jasa Bagian ||
Penyediaan Jasa -
u 5.01.01.2.0 16. L komunikasi, . . . . . " . . Umum =
. 8.02 2 E‘;;‘a”:":‘zznsﬁg:f sumber daya 12kali 12kali | ggo00000 | 12K | 75000000 | 12K 72.000.000 12kali |65 475,000 12kali | g 475000 | 124 | egazsooo | 12K | 412425000 | dan
1 air dan listrik Kepegawall
. .
M (Bulan) an .
1 1
n Sub Kegiatan n
L Penyediaan Jasa Tercapainya L
I 16. Pelayanan Umum - - I
. Kantor Pelayanan 1 Tahun 1 Tahun R R R 1 Tahun 2.002.000 1 Tahun 2.002.000 1 Tahun 2.002.000 1 Tahun 6.006.000 .
- umum kantor -
1 1
[ Sub []
- i L]
I 5.01.01.2.0 1 Pemeliharaan Barang Milik ::zz:li:\a:rzan 5::::: I
S * Daerah Penunjang Urusan - 100% 100 150.500.00 100 132.120.00 100 100 129.790.00 100 129.790.00 100 129.790.00 100
[ 9 7 A Barang Milik 146.870.000 818860.000 | dan [
. Pemerintah Daerah [ [ 0 0 0 "
Daerah Kepegawal
I ian
.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
.
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Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome)

dan Kegiatan
(output)

Data
[e=TETE]
SEGEY
Tahun
Awal
Perencan
aan

Kinerja

Rp (ribu)

Kinerja

Rp (ribu)

Kinerja

get Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Rp (ribu)

Kinerja

Rp (ribu)

Kinerja

Rp (ribu)

Kinerja

Rp (ribu)

akhir periode Renstra

OPD

Rp (ribu)

I
Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Jumlah Sub
Pemeliharaan, Biaya kendaraan Bagian
5.01.01.2.0 17. | Pemeliharaan, Pajak, | dinas/operasi 12 Unit 12Unit | 11400000 | 12Unit | 11181000 | 12Unit 12Unit | 11400000 | 12Unit | 11400000 | 12Unit | 11400000 | 12Unit ymum
9.02 1 dan Perizinan onal yang 0 0 118.110.000 0 0 0 685.920.000 dan
Kendaraan Dinas terpelihara Kepegawal
Operasional atau (Unit) an
Lapangan
Sub Kegiatan
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Pembayaran S“b‘
Lainnya jasa Bagian
;gém.z.o )" pemeliharaan 59 unit Sounit | 36500000 | UM | 20310000 | SOUM 23.760.000 sounit | 0790000 | U™ | 10700000 | UM | 10790000 | %7U™ | 112940000 l:;r:‘um
peralatan dan Kepegawal
mesin (Tahun) an
Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Reha I
bilitasi Gedung S“b' .
Kantor dan Perbaikan Bagian
3010120 7. | Bangunan Lainnya Gedung 1 Tahun - - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Umum 1
9.06 - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000 dan
Kantor Kepegawa:
an 1
-
.
|
-

Unit
Kerja
Perangks
t Daerah
Penangu
ng Jawak

|
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-
Pendaftaran H
. enduduk Non I
Sub Kegiatan [
Permanen dan
Pendataan Permanen i
5.01.02.2.0 2.1. Penduduk Non . 2.983 2.983 2.983 2.983 2.983 2.983 2.983 2.983 Bidang
1.02 1 Permanen dan Rentan dan Orang Orang 19.220.000 Orang 18.006.500 Orang 37.200.100 Orang 217.070.00 Orang 21707000 Orang 21707000 Orang 725.636.60 Dafduk =
. . Rentan 0 0 0 0 "
Rentan Administrasi
Kependudukan Bencana I
Administrasi »
Kependudukan []
-
Sub Kegiatan I
Pencatatan, -
Penatausahaan dan ™
Penerbitan 12.558 15.699 18.837 25.464 31.530 38.196 60.000 "
5.01.02.2.0 2.1. Jumlah 12.558 Bidang I
1.03 2 Dokumen atas Cakupan KIA Dokumen bokume | 1) gg0.000 | P%UMe | g7000100 | POKU™® | 135542500 | PONU™e | sesoses: | PONUMC | sesazsia | POKUME | gpe3azp | Dokume | 46845723 | o piy m
Pendaftran n n n n n n n 7 n
Penduduk 1
-
-
] L]
SUb_ Kegiatan Terlaksananya :
5.01.02.2.0 2.1, | Peningkatan Pelayanan Bidang |
1.04 3 Pelayanan Terpadu dan 1 Tahun 1 Tahun 292.000.70 1 Tahun 229.500.40 1 Tahun 246.299.400 1 Tahun 84.747.300 1 Tahun 84.747.300 1 Tahun 84.747.300 1 Tahun 1.022.042.4 Dafduk
Pendaftaran : N 0 0 00 -
Terintegrasi L]
Penduduk I

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator

Kinerja Data Unit
Tujuan, Capaian Kerja

j da
Sasaran, [FEER 5 i Perangke
o Tahun akhir periode Renstra ¢ Daerah

Awal OPD
(outcome) Perencan Penangu

dan Kegiatan aan ng Jawab
(output)

Tujuan Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kinerja Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu)
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-
-
Sub Kegiatan :
Pencatatan, "

Penatausahaandan | U3 1 1 1 1 11 1 1 gidang |
5010320 3 Penerbitan Dokumen - Kecamat Kecamat Kecamat Kecamat Kecamat Kecamat Kecamat 410.902.18 Pelayanana
1.01 1 Pencatatan Kecamatan - 50.884.000 85.891.100 90.322.580 91.548.700 92.255.800 o Pencatata®

Dokumen atas . an an an an an an an 0 o
L Sipil n Sipil I
Pelaporan Peristiwa -
Penting n
-
-
1
L)
-
-
Sub Kegiat: Jumiah Bidang =
ub Kegiatan umlal idang  w

11 11 11 11 11 11 11

5.01.03.2.0 3.1. Peningkatan dalam Dokumen 11 Pelayanar‘
102 2 Pelayanan Pencatatan Kecamatan | Kecamat | 12807880 | Kecamat | o) q00009 | Kecamat | 33050000 | KeAMAt | 5y 46016 | KEAMA | 5709747 | KeAMAL | g334631g | Kecamat | 497.10378 | o iatam

- - an [ an an an an an an 1 .
Pencatatan Sipil Sipil n Sipil i
-
-
-
-

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja Data Unit
Tujuan, Capaian Kerja

Touan cpala Kondisi Kinerja pada Perangka.
akhir periode Renstra t Daerah

Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun

Program Awal
(outcome) Perencan OPD Penangu
dan Kegiatan aan ng Jawak
(output)
Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu) Kinerja Rp (ribu)
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.
- L]
H | .
Ll Kegiatan (]
- L]
Pengumpulan Data q
I BELIBAY | sbendudukandas Za:: Bal:k(; NA 100% 100% 100% 100% 215.978.10 100% 215.978.10 100% 245.978.10 100% glf\i"in I
. 205 : Pemanfaatan dan B 85.700.100 99.285.400 134.243.200 s ihe ihe 997.163.000 .
L] 5 Buku) 0 0 0 INOVASI =
I Penyajian Database I
Kependudukan
- L]
- L]
.
. .
H Sub Kegiat: H
" ui eglatan -
Data Buku i
I 5.01.03.2.0 4.1. Pengolahan dan Bidang I
A 2 NA 1 1 1 1 165.833.1 1 164.833.1 1 184.978.1 1
. 2.06 1 Penyajian Data Bﬁﬁg,at ( 00% 26.120.000 00% 50.234.900 00% 102.098.200 00% 65 %33 0 00% & %33 0 00% 8 9‘0 810 00% 694097400 | PIAK o
L Kependudukan n
. .
. .
. .
. .
1 5.01.03.2.0 a1, | Keriasama Perjanjian Bidang 1
H 01.03.2. 1. .
[ 207 2 Pemanfaatan Data Kerjasama NA 150PD | 59580100 | 5OPP | 49050500 | 15OPP 32.145.000 150PD | 55145000 | 1590 | 51145000 | 59PP | 61000000 | OPP | 303065600 | Inovasi ®
I Kependudukan I
. .
. .
- L]
. N u
l Kegiatan Penyelenggaraan Uil R SEFETE it l
. 5.01.032.0 4 pengelolaan Informasi CHD AEETEE NA 100% 472.142.50 100% 504.401.50 100% 100% 401.589.65 100% | 431.933.95 100% | 431.741.32 100% 27244379 | "mfrestrukg
- 3 2 . . Penunjang 482.629.000 urdan
Administrasi Kependudukan 0 0 2 7 2 gl "
I SIAK Wilayah I
- L]
. .
. Sub Kegiatan .
L Fasilitasi Terkait Jumlah Sarana L
i 5010320 42| Pengelolaan dan Prasarana NA 100% 309.754.80 100% 454.644.20 100% 100% 224.415.00 100% 224.759.30 100% 24041500 100% 1ssa373 | Bone |l
. 301 1 Informasi Penunjang 5 o 404.449.000 o s o o PIAK  m
- Administrasi SIAK -
I Kependudukan I
. .
. .
I Sub Kegiatan ]
L Penyelenggaraan L
- Pemanfaatan Data -
1 Kependudukan ; 1
L] 5.01.03.2.0 4.2. 1 Basis Data Bidang =
i 3.02 2 Kependudukan NA 100% 33.870.000 100% 49.757.300 100% 78.180.000 100% 177'1274'65 100% 207‘1274'55 100% 191'3226‘32 100% 737482926 | Inovasi i
. .
. .
- Sosialisasi terkait -
. .
I Pengelolaan I
Informasi
. mast .
- Administrasi -
I Kependudukan I
5.01.03.2.0 42. ] Bidang
H 3.03 3 Jumlah sarana NA Ll 128'5017'70 - . - . - . - . - B - . Ak M
I dan Prasarana I
- Penunjang Siak -
M (Unit) M
. .
. .
I 2.12.05 PROGRAM Persentase I
PENGELOLAAN Pemanfaatan Bidang
- > | proFIL data 11,63 25,58 5.996.520 39,53 5.849.820 53,49 8.681.540 67,44 6.638.535 81,40 6.964.720 93,02 7.285.134 93,02 41416269 | PIAK o
I KEPENDUDUKAN kependudukan I
. .
H LEGEED Ilzr‘::(f‘illme“ Bidang H
| Sil || CemyEED A Kependuduka KL Al 5.996.520 20c 5.849.820 20c 8.681.540 aoc 6.638.535 2002 6.964.720 a0 7.285.134 ao0 41416269 | PIAK |
L Kependudukan n L
. .
1 I
. .
. .
. .
. .
H
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|
Sub Kegiatan
5.1. Penyediaan Data Buku Profil " " " " " " "
1 NA 1 kali 5.996.520 1 Kali 5.849.820 1 Kali 8.681.540 1 Kali 6638.535 1Kali 6.964.720 1 Kali 7.285.134 1 Kali 41.416.269
Kabupaten/Kota
TOTAL PAGU
5.379.341. 5.571.342. 5.704.104.91 5.955.278. 6.247.892. 6.506.342. 35.364.302.
890 591 a 564 273 233 465
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g BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

I Pada dasarnya, indikator kinerja adalah sebagai alat ukur yang secara kuantitatif maupun kualitatif I
untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan yang dilakukan selama 5
tahun kedepan.

i Sehingga bisa dilihat secara langsung kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan .
Pencatatan Sipil selama 5 tahun mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJIMD Kabupaten Tanjung :
! Jabung Timur. Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 5 tahun kedepan akan I

ditampilkan pada tabel berikut ini :

RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2021 — 2026 DOK. SEKRETARIAT 2021



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

i Kondisi Kondisi
i Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
I No Indikator Kinerja OPD Avrral Ak.hlr
. Periode Periode
1 Renstra 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Renstra-
i (2020) 2026

i 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12

i | 1 |NilaiIKM (Indeks Kepuasan NA 08 98,15 98,3 98,6 98,9 99 98

. Masyarakat)

I : - .

. Predikat Akuntabilitas Kinerja

i 2 (AKIB) NA B B BB BB BB BB B

I

: 3 Laporan Keuangan sesuai SAP 98 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
I

i Persentase Penduduk yang

: 4 memiliki Kartu Tanda Penduduk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Elektronik (KTP-el)

1 Persentase Penduduk yang o o o o o o o o

: 5 memiliki Kartu Keluarga (KK) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
i .

|6 fjgﬁfg;isgfilerb“an Kartu 20,93% 20,93% 26,20% | 31,40% | 42,44% | 52,55% | 63,66% | 20,93%
i Persentase Penduduk yang

i 7 memiliki Akta Kelahiran usia O - 99,83% 99,83% 99,83% 99,84% 99,94% 99,96% 99,98% 99,83%
i 18 Tahun

i Persentase Pemanfaatan Data o o o o o o o o

- 8 Kependudukan 25.58% 25,58% 39,53% 53,49% 67,44% 81,40% 93,02% 25,58%
I
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- BAB. VIII

i PENUTUP ]

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peranan yang sangat penting selama
5 tahun kedepan sebagai dasar acuan arah, keberhasilan tujuan, sasaran, strategi yang akan dilaksanakan,
i kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan i

i fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. I

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dokumen RPJMD,
yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
I yang merupakan rencana tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 tahun kedepan |
I periode 2021-2026 dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. I

Didalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah
i yang baik. Pencapaian target setiap tahunnya akan dipertanggung jawabkan kepada Bupati dan Wakil i

i Bupati Tanjung Jabung Timur dan seluruh masyarakat Tanjung Jabung Timur I

: KEPALA DINAS DUK — CAPIL :
' KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR '

ARUJI, SH
Pembina Tk. | (1V/b)
I NIP. 196810182000121002 I
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